SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

EEDUDUEAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Memimbang @ a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan
penyederhanaan birokrasi yang optimal di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal schingga dapat
mewjudkan tata kelola pemenntahan vang coiektil dan
efisien puna meningkatkan kinerja pemerintahan dan
pelavanan puhlik SES11A] Peraturan Menter
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Relormasi Birokrasi
Neomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Oreganisasi pada [netansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, make Peraturan Bupat Kendal
Nomor Nomor 109 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal
sudah tidak sesusi dengan kondisi sekarang, sehingga
perlu dicabut dan diganti;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang
' Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinai Djawa Tengah scbagaimana tclah

diubah dengen Undang-Undang Nomor @ Tahun 1965
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tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daersh Kabupaten Dalam
Lingleungan Propinsi Jawa Tengah ([Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 19635 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  [Lembaran  Nepara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Momor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tshun 2020 Nemeor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
6373},

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1930 Nomaor
12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Dasrah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor [6 Tahun 1976 tentang
perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomaor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
3079},

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 128 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402}

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tehun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri BSipil (Lembaran MNegaora
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomer 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia WNomor ©6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Momor |7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477):

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyctaraan Jabatan Administrasi ke dalam dJabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);
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Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penycderhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 346);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemenntahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Dacrah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
157}

. Peraturean Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159)
sebagaimana telah diubah beberapa kali tershir dengan
Peraturan Dacrah Kebupaten Kendal Nomor 13 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021
Nomar 13, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal
Momor 219);

MEMUTLUSKAN ;

Menetapkan : FERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

X
>,

Daerah adalah Kabupaten Kendal.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah vang mempimpin
pelaksanaan  wrusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan dacrah ntonom.

Bupati adalah Bupati Kendal.

Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kendal.

Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kendal.
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7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah
profesi bag pegawal negen sipil dan pegawal pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah
Pegawal yang telah memenuhl sysrat yang ditentukan
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas
dalam satu jabatan negeri atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan vang berlalo.

9. Jabatan Fungsional adalah sckelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yvang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga
dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai
kelompok sesuai dengan keahliannya.

11. Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk
membantu Hepala Bagian/Kepala Bidang/
Sclaretanis/ Koordinator dalam menyvusun  perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluas,
serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya scsuai lingkup
tugas dan fungsinya dan ditunjuk oleh Kepala Peranghkat
Daerah.

12. Pelaksana Senior adalah PNS yvang memiliki senioritas dari
aspek kepangkatan dan mempunyai kompetensi untuk
ditunjuk oleh Kepala Perangkat Dacrabh untuk diberikan
tugas membantu Sekretaris/kKepala Bidang/Kepala
Bagian /Koordinator pada unit kerjanya dalam menyusun
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan

dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan lingkup tugas dan
fungsinya.

BAB I
KEDUDURKAN, TUGAS DAN FUNGE]
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1} Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian
vang menjadi kewenangan Daerah,

(2} Dinas dipimpin cleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupat melalui
Sekretaris Daerah.
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Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik,
dan persandian wyang menjadi kewenangan dan tupas
pembantuan yvang diberikan kepada Daerah.

Bagan Ketiga
Fungsi
Pagal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3, Dinas mempunyai flungsi:

a, perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika,
atatistik, dan persandian;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijjakan di bidang
komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di
bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang komunikasi,
informatika, statistik, dan persandian;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
komunikasi, informatika, statistik, dan persandian

f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang komunikasi,
informatika, statistik, dan persandian; dan

g. pelaksanaan funpgsi lain vang diberikan oleh Bupati di bidang
komunikasi, informatika, statistik, dan persandian,

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
(1) Susunan Organisas: Dinas Komunikasi dan Informatika

terdin dari:
a. Kepala Dinas;
b, Sekretariat;
¢. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
d. Bidang Aplikasi Informatika;
€. Bidang Statistik dan Persandian; dan
. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal scbagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
RINCIAN TUGAS
Bagian Kcsatu
Kepala Dinas

Pazal &

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai uraian
tugas :

a. merumuskan dan menctapkan rencana dan program
kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundsng-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas:

c. menyelenggarakan koordinasi dan  konsultasi  dengan
instansi  terkait baik vertikal maupun horizontal guna
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian di
Dacrah sesuai peraturan perundang-undangan schagai
pedoman pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di
bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan
persandian sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serla
pedoman pelaksanaan tugas:

f. menyelenggarakan pembinaan, PENZaWASAN dan
pengendalian  kegiatan di  bidang komunikasi dan
informatika, statistik, dan persandian sesuai perundang-
undangan agar kinerja Dinas mencapai target vang Lelah
ditetapkan,

g menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di
bidang komunikasi dan informatilka, statistik, dan
persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan guna peningkatan kualitas kerja;

h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam
penyelenggaraan  kegiatan  di hidang komunilasgi,
informatike, statistik, dan persandian agar dipercleh hasil
kerja yvang optimal;

i. menyelenggarakan pengelolaan opini dan aspirasi publik,
pengelolaan informasi publik, pelayanan informasi publik,
dan penyelesaian sengketa informasi publik di daersh, serta
pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

i. menyelenggarakan monitoring informasi dan penetapan
agenda  prioritas  komunilkasi Pemerintah Dacrah,
pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi
publik, pengelolaan Media Komunikasi Publil, penyediaan
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sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikas:
publik Pemerintah Daerah, dan membangun kemitraan
dengan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai
jejaring dalam diseminasi Informasi Publik;

k. menyclenggarakan layanan hubungan media, hubungan
masyarakat, media dan kemitraan komunitas, dan
manajemen komunikasi krigia unmk menangani isu yvang
berdampak negatil terhadap reputasi atau citra lembaga
Pemerintah Daerah dalam rangks peaksanaan fungsi scbagai
komunikator Pemerintghan Daerah;

l. menyelenggarakan penatalaksanaan dan pengawasan c-
povernment dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
sinkronisasi pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran
Pemerintahan Berbasis Elektronik, pengelolaan Govermment
Chief Information Officer (GCIO) daerah, dan pemantauan
(monitoring), evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem
sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;

m.menyelenggarakan  penyediaan, pengembangan  dan
pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas (smart city) di
dacrah, fasilitasi keterhubungan deta dan/atau informasi
antara Perangkat Daerah dengan pemanghku kepentingan
nonpemerintah, fasilitasi penyusunan kebijakan (master
plan|, serta penyusunan laparan perkembangan
penyelenggaraan kabupaten/ kota cerdas (smart cify) kepada
kepala daerah secara berkala;

n. menyelenggarakan pendaftaran dan  penggunasn Nama
Domain Pemerintah Dacrah, domain pemerintah desa, dan
sub domain perangkat daerah, pendaftaran sistem elektronik
pemerintah  daerah, penatalaksanaan, pengelolaan, dan
pengawasan Nama Domain dan Sub Domain  dalam
Peryelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengembangan
portal dan situs web Pemerintah Daerah;

0. menyelenggarakan pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis
Petnerintahan Berbasis Elektronik, penerapan tata kelola
dokumen eclektronik dan  informasi elektronik  yang
diselaraskan dengan kebijakan setu data Indonesia,
penetapan  satu  data  pemerintah deerah, serta
pengembangan dan penycdiaan Sistern Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah (SPLD) bagi daerahnya dengan
memenuhi standar interoperabilitas;

p. menvelenggarakan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
termasuk penggunaan akses internet yvang diamankan,
Sistern Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, dan
pengelolagn Pusat Data dan Pusat Pemubhan Bencana
sesyal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g, menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi
pengumpulan, pengolahan, analisis dan discminas: data
statistile selttoral dalam rangka memberikan pelayanan



informasi pembangunan, penyusunan dan pengelolaan
metadata statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah, dan
penyusunan data base statistik sektoral terpadu terintegrasi
untuk mewujudkan satu data pemerintah daerah sesual
dengan ketentuan yang berlaky,

r. menyelenggarakan otorisasi statistik sektoral, pengembangan
kapasitas kelembagaan statistik sektoral, dan pengembangan
infrsatruktur statistik sektoral di lingkup pemerintah dacrah;

s, menyelengparakan  pelaksanaan Keamanan Informasi
Pemerintah Daerah yang meliputi pengamanan informasi non
elektronik dan pengamanan sistem elektronik, penggunaan
Tanda Tangsn Elektronik dan pencrapan Sertifikat Elcktronik
pada sctiap layanan publik dan layanan pemerintahan
berbasis elektronik, penyediaan Layanan Keamanan
Informasi, serta pelaksanasn manajemen Layanan Keamanan
Informasi untuk  menjamin  keberlangsungan  dan
meningkatkan kualitas Layanan Keamanan Informasi;

. menyelenggarakan pelaksanaan operasionalisasi Jaring
Komunikasi Sandi Pemerintah Dacrah yang meliputi jaring
komunikasi sandi antar perangkat dasrah, internal perangkat
daecrah dan jaring komunikasi sandi pimpinan daerab;

u. menyelenggarakan penguatan kKapasitas Sumber Daya
Komunikasi Publik, pengembangan dan pengelolaan Sumber
Daya Teknologi Informasi dan Komunikas: Pemerintah
Daerah, pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi
Pemerintah Daerah, dan peningkatan kapasitas SDM
Pemerintah Dacrah dalam peningkatan mutu statistik daerah
vang terintegrasi berdasarkan ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

v. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun
untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak
lanjut,

w.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik hsan
maupun tertulis  sebagai  wujud akuntabilitas  dan
transparansi;

Bagian Kedua
Sckretariat

Pasal 7

[1} Sekretariat Dinas dipimpin oleh  Sekretaris  vang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(2] Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada avat (1],
mermpunyal tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Dinag dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
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(3}

(4]

L

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan

fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi,

pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretaniatan;

b, pengoordinasian dan pelaksanasan kegiatan
kesekretariatan;

¢, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
kesekretariatan;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;

e, pelaksanaan  evaluasi dan  pelaporan  keglatan
kesekretariatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas
di bidang keseckretariatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris [inas

mempunyai uraian tugas |

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretanat
berdasarkan peraturan perundangundangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya scbagail pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pclaksanaan tugas berjalan efektif dan efigien;

c. membagl tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan meupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
LLges;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik wvertikal wmaupun  Thorizontal untuk
mendapathan informasi, masukan, serta dalam rangksa
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan LUgas;

c. menslaah dan menglkaji peraturan perundangundangan
sesuai lingkup tugeasnya scbagal bahan atau pedoman
untuk melaksanakan kegiatan;

[, menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah
dinas vang berkaitan dengen kegiatan perencanaan,
evaluasi, peclaporan, sistem informasi, keuangan,
administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas;

g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran gesLal
ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

h, mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD],

&
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Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja [Renjal,
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK] dan
jenis dokumen perencanaan lainnya sesual dengan
ketentuan yvang berlaku;

. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKFJ), Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Ewvaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah  (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan
(POK| dan jenis pelaporan lainnya aesuai  dengan
ketentuan yang berlaku;

i, mengelola sistern informasi dan data Dinas sesual dengan
ketentuan vang berlaku agar diperoleh efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan kegiatan,

. menyelenggarakan  pelayanan  administrasi  umum,
kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan,
protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi,
perlengkapan / perbekalan, PENEEIMEAnan kantar,
kehersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan
asct tidak tetap, scrta fasilitasi kegiatan rapal dan
penerimaan kunjungan tamu Dinas;

. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang

dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peératuran

perundang-undangan;

. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar
Operasional Prosedur (S30P), analisis jabatan, analisis
beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey
kepuasan masyarakat, standar pelayanan  serla
pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
.melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian  fungsi-fungsi manajemen administrasi
perkantoran agar terwujud pelayanan prima;

.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Sekretarint dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan
dan kebijakan tindak lanjut;

.mengevaluasi dan menilal prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
seguai ketentuan dalam rangka peningkatan karr,
pemberian penghargasn dan sanksi;

.menyusun laporan pelaksanasn kegiatan kepada
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan;

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan

baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar

kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindar
penyimpangan;



(1)

(2}

(3]
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s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai
dengan tugae dan fungsi unit kerjanya,

Pasal 8

(1} Susunan Organisasi Sckretarial scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub koordinator Perencanaan dan Keuangan,

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a,
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yvang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(3) Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdin atas
kelompok jabatan fungsional yvang bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

{4) Sub koordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagman tidak terpisshkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin olech Kepala
Subbagian yang berkeduduksn di bawah dan bertangguang
jawab kepada Sekretaris.
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyal tugas melaksanakan
sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan
perumusgan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan  fasilitas:
kegiatan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan,
kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi,
perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi
kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawalan

Mmempunyal uraian tugas |

a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian
Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebapai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah  pimpinan melalli  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektil dan efisien;

¢. membagi tugas bawahan secsual dengan jabalan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanasn

tugas;
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. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun honzontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

. menclaah dan menghkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman
untuk melaksanakan kegiatan;

. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup
tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan
kegiatan;

. melaksanakan layanan kegiatan sural menyural,
perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan,
dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan
aset tetap dan aset tidak tetap;

. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban
kerja, evaluasi jabatan, budaya Kerja, survey kepuasan
magyarakat, standar pelayanan serta pengusuian formasi
kebutuhan pegawai Dinas sesual dengan peraturan
perundang-undangan;

i, merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan

barang dan jasa untuk Keperluan Dinas serla
mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tdak
berwujud dan barang persediaan scsuai dengan peraturan
perundang-undangan;

i, melaksanakan koordinasi dengan unit lkerja vang
melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE| Daerah dalam rangka
pengadaan barang dan jasa Dinas sesual dengan
peraturan perundang-undangan,

.melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan
pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib
administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian,
pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat
digunakan optimal;

. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang
kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihiara
file/dolkcumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna
terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan
pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun,
pernbuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi
pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan
pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan
kepegawaian lainnya;

.melaksanalkan urusan rumah tangga serta menym@apkan
sarana, akomodasi, dan protokeler dalam kegiatan rapat-
rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
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o, mengoordinasikan  kegiatan  pengamanan  kantor,
kebersihan, dan pertamanan apgar tercipta hngkungan
kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;

p. menyiapkan bahan dan menyusun konscp Standar
Upcrasional Prosedur (SOF] kegiatan Subbagian Umum
dan Kepegawaian;

q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi  kegiatan
Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yvang telah disusun
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
herdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesual  ketentuan dalam rangka peningkatan lkarr,
pemberian penghargaan dan sanksi;

s. menyusun laporan  pelaksanaan  kegiatan kepads
pimpinan scbagai wujud akuntabilitas dan transparans:
pelaksanaan kegiatan;

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
baik lisan meupun tertulis berdasarkan kajian agar
kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
penyimpangan; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan scsual
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bagian ketiga
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 10

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh

Kepala Ridang vang berkedudukan di bawsh dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam

perumusan kebijakan teknis, pengeordinasian, pembinaan,

pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi,

dan pelaporan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi

publil.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada

ayat (2), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

mempunyai fungsi :

a, perumusan kebijakan tcknis di bidang informast dan
komunikasi publik;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang
informasi dan komunikasi publik;

c. pembingaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di
bidang informasi dan komunikasi publik;
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d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang informasi dan

=8

1.

komunikasi publik;

pelaksanaan ecvaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
informasi dan komunikasi publik; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
di bidang informasi dan komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tupgas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3}, Kepala Bidang Informasi
dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:

i,

menyuasun rencana dan program kegiatan Bidang
Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

.menjabarkan perintah pimpinan melalui  pengkajian

permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektifl dan efisicn;

. membagi tugas bawahan scsual dengan jabatan dan

kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mnstansi

terkait baik vertikal maupun Thorizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas,

. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan

gesuai lingkup tugasnya sebagal bahan atau pedoman
untuk melaksanakan kegiatan,

menyiepkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah
dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik, termasuk Kehumasan
Pemerintah Daerah;

. mengoordinasikan penvelenggaraan kegiatan di bidang

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, termasuk
Kehumasan Pemerintah Daerah;

. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dibidang

informasi dan komunikasi publik;

mengoordinasikan pelaksanaan monitoring opini dan
aspirasi publik yang meliputi pemantauan [su Publik di
media massa dan media sosial, pengumpulan pendapat
umum, pemantauan aduan masyarakat, serta evaluasi
dan pemilihan lsu Publik;

mengoordinasikan pelaksanaan monitoring informasi dan
penetapan agenda prioritas  komunikasi  Pemerintah
Daerah yang meliputi pemantauan informasi kebijakan
vang terkait dengan kewecnangan daerah berdasarkan
aprnda prioritas Pemerintah Dacrah; dan cvaluasi dan

penetapan agenda priorites komunikasi Pemerintah
Daerah;
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k. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan konten dan
perencanaan media komunikasi publik yang meliputi
penyusunan strategi komunikasi publik, dan pengemasan
konten:

. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Media
Komunikasi Publik melalui pengelolaan media milik
Pemerintah Daerah, pemanfaatan media lain untul
discminasi pesan, dan evaluasi penggunaan Media
Komunikasi Publik;

mi. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan  informasi
publik, pelayanan informasi publik, dan penyelesaian
sengketa informasi publk di daerah, serta pengelolaan
pengaduan masyarakat;

n, mengoordinasikan pelaksanaan layanan hubungan media
melalui pengelolaan hubungan media dan pelaksanaan
fungsi komunikasi scbagal komunikator Permerintahan
Daerah;

o, mengoordinasikan  pelaksanaan  kemitraan  dengan
pemangku kepentingan yang meliputi  kegiatan
pengembangan dan pemberdayaan pemangku
kepentingan yang memiliki potensi sebagal jejaring dalam
diseminasi Informasi Publik:

p. mengoordinasikan pelaksanaan manajemen komunikasi
krisis untuk menangani isu yang berdampak necgatif
terhadap reputas: atau citra lembaga Pemerintah Daerah,
vang meliputi penyiapan penanganan komunikasi krisis,
pengelolaan komunikasi krisis, dan evaluasi penanganan
komunikasi krisis;

q. mengoordinasikan  pelaksanaan penguatan kapasitas
Sumber Daya Komunikasi Publik, yang meliputi
pengembangan  kapasitas Sumber Daya Komunikasi
Publik, dan penyediaan dan pemberian konsultasi serta
advokasi kepada individu pengelola informasi dan
komunikasi publik di ingkungan Pemerintah Daerah;

r. mengoordinasikan penyelenggaraan Hubungan
Masvarakat, Media dan Kemitraan Komunitas;

5. mengoordinasikan penyediaan atau pengadaan Sarann
dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi
Publik Pemerintah Daerah:

t. melaksanakan pemantavan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dengan
cara mengukur pencapaian program kerja vang telah
disusun untuk bshan laporan dan kebljakan tndak
lanjut;

u. mengeévaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku kerja

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

4]
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v. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sebagai wujud akuntabilitag dan transparansi
pelaksanaan kegiatan;

w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar
kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
penyimpangan;

%, melaksanakan tugas kedinasan lain dar pimpinan sesuas
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Bidang Informasi dan Komunikasi
Publik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1] huruf c,
terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang terbagi
atas tiga sub koordinator;

(2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:

a. Sub Koordinator Pengelolaan dan Pengaduan
Informasi Publik;

b. Sub Koordinator Media Massa;

c. Sub Koordinator Publikasi dan Sumber Daya
Komunikasi,

(3] Sub keordinator sebagaimana dimaksud pada ayat {2}
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

(4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2
mempunyai tugas sebagaimana tercanium  dalam
Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Bidang Aplikasi Informatika
Pasal 12

Bidang Aplikasi Informatika dipimpin olch Kepala Bidang

vang berkedudukan di bawsh dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas

Kepala Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan tleknis,

pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian,

pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di

bidang aplikasi informatika.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2], Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi

a. perumnusan kebijaksn teknis di  Didang aplikasi
informatika;



(4]

V7

b. pengoordinasian dan pelaksanasn kegiatan di bidang
aplikasi informatila;

¢. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di
bidang aplikasi informatika;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang aplikasi
informatika;

e, pelaksanoan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
aplikasi informatika; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
di bidang aplikasi informatika,

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat [3). Kepala Bidang Aplikasi

Informatika mempunyai uraian tugas :

4. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Aplikasi
Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil cvaluasi kegiatan tahun scbelumnya scbagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan  melalui  penglkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan cfisien;

c. membagi tugas bawahan sesumi dengan jabatan dan
kompetensinva serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun  horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e. menelash dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya secbagai bahan atau pedomean
untuk melaksanakan kegiatan,

f. menviapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah

dinas vang berkaitan dengan Kegiatan tata kelola dan

pemberdayaan informatika, pemberdayaan aplikas: dan
konten, serta infrastruktur teknologi informasi;

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang
pengelolaan  Aplikasi  Informatika  yang  meliputi
pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah

Daerah, serta pengelolaan sistem pemerintahan berbasis

elektronik di lingktup Pemerintah Daerah;

h. mengoordinasikan penatalaksanaan dan pengawasan
pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik
dalam penyelengearaan Pemerintahan Daerah untuk
menata proses sekalipus memastikan kepatuhan terhadap
peraturan dan hukum yang berlaku dengan menyusun

Rencana Induk dan/atau Arsitektur Pemerintahan
Berbasis Elelktronik;

™.

=
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i, mengoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan
perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan
pemerintahan berbasis elektronik, serta pelaksanaan
pemantauan |monitoring), evaluasi dan pelaporan
pengembangan ckosistem sistem pemerintshan berbasis
elektronik di daerah;

j. mengoordinasikan pendaftaran dan penggunaan Nama
Domain Pemerintah Daerah sebagai alamal clckironik
resmi Pemerintah Daerah, dan nama sub domain
perangkat daerah, serta pendaftaran sistem elektronik
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

k. mengoordinasikan penatalaksanaan, pengelolaan, dan
pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah, serta pembinaan
teknis terhadap portal dan situs web Peranghkat Daerah
dan desa, vang meliputi fasilitasi, konsultasi, koordinasi,
bimbingan  teknis, dan pengembangan  dalam
penyelenggaraan portal dan situs web Pemerintah Daerahy;

l. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Pusatl Data
dan Pusat Pemulihan Bencana wuntuk keperluan
penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data, baik
vang diselenggarakan sendiri maupun menggunakan
pusat data nasional, dan/atau menggunakan Pusal Data
pada kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, atau
Pusat Data nonpemerintah melalw skema kerja sama
sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-
undangan;

m. mengoordinasikan pelaksanaan penyvelenggaraan Sistem
Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang merupakan
jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul
jaringan dalam Pemerintah Daerah, interkonelesi jaringan
dengan Pusat Data Nasional secars bertahap, serta
penggunaan akses internet yang diamankan untuk
perangkat daerah dan/atau unit kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah yang belum terhubung dengan
Jaringan Intra Pemerintah Daerah;

n. mengoordinasikan penyelenggaraan Sistern  Jaringan
Komunikasi Intra Pemerintah Daerah yvang merupakan
Sistern Elektronik komunikasi tertutup antar perangkat
daerah berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal
lainnya:

o. mengoordinasiken pencrapan  tata  kclola dokumen
elektronik vang diselaraskan dengan kebijakan satu data
Indonesia, penggunaan dokumen elektronik dan
informasi clektronik Pemerintah Daerah, seria fasilitasi
integrasi layanan, pertukaran data dan informasi antar
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perangkat daerah, pemerintah daerah lainnya, maupun
pemerintah dacrah dengan pemerintah pusat;

. mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan

aplikasi pemerintahan berbasis elektronik (aplikasi mult
platform), dan penyusunan proses hisnis layanan
pemerintah berbasis elektronik ssbaga) pedoman dalam
pengpunaan Deokumen  Elektronik dan  Informasi
Elektronik serte penerapan aplikasi pemeriniahan
berbasis elektronik =sesuail dengan standar kecamanan
informasi dan layanan pemerintah berbasis elektronik di
daereh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

mengoordinasikan pengembangan dan penyediaan Sistem
Penghubung Layanan Pemenntah Daerah (SPLD) bagm
daerahnya dengan memenuhi standar interoperabilitas
antar layanan pemerintahan berbasis elekuronik, dan
menjamin kemampuan keterhubungan dengan SPLPD
pada dacrah lain, dan sistem penghubung layanan
nasional;

mengoordinasikan  penyediaan, pengembangan dan
pengelolaan ekosistemn kabupaten kota cerdas {smart city)
di daerah, [asilitasi keterhubungan data dan/atau
informasi antara Perangkat Daerah dengan pemanghku
kepentingan non pemerintah, fasilitasi penyusunan
kebijakan (master plan), serta penyusunan laporan
perkembangan penyelenggaraan kabupaten/ kota cerdas
(smart city) sccara berkala;

. mengoordinasikan pengembangan  dan  pengelolaan

Sumber Daya Teknologt Informasi dan Kemunikasi
Pemerintah Daerah untuk menjamin Ketersediaan dan
optimalisasi pemanfaatannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi penvelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO} pemerintah
kabupaten agar dapat memberikan dukungan dan/ atau
jaminan penvelenggaraan, manajemen, audit,
pemantausn  dan  evaluasi  pemerintahan  berbasis
elektronik di daerah;

-melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan Bidang Aplikasi Informatika dengan cara
mengukur pencapaian program Kerja yang telah disusun
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja  bawahan

berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku kerja
sesuar  ketentuan dalam  rangks peninghkatan karnr,
pemberian penghargaan, dan sanksi;

.menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada

pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan; 5
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x, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar
kegiatan berjalan lancer serta untuk menghindarn
penyimpangan;

vy, melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Bidang Aplikasi Informatika
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huraf d,
terdiri atas kelompok jabatan fungsional vang terbagi atas
tiga sub koordinator.

(2) Sub koordinator, sebagsimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:

a. Sub Koordinator Tata Kelola dan Pemberdayaan
Informatika;

b. Sub Koordinator Pemberdayaan Aplikasi dan konten;
dan

¢. Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi,

(3) Sub koerdinator sebagaimana dimaksud pada ayat [2),
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui RKepala
Bidang Aplikasi Informatika.

(4) Sub koordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyal tugas sebagaimana tercantum  dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Bidang Statistik dan Persandian

Pasal 14

Bidang Statisik dan Persandian dipimpin oleh kKepala
Bidang yvang berkedudukan di hawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
Kepala Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan
eknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang statistik dan persandian.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2}, Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang statistik dan
persandian;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang
statistik dan persandian;
a
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c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di
bidang statistik dan persandian;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang statistik dan
persandian,

e, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
statistik dan persandian; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
di bidang statistik dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat {2) dan ayat (3], Kepala Bidang Statistik

dan Persandian mempunyai uraian tugas |

a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Stlatistik
dan Persandian berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
gebapgai pedoman pelaksanaan (ugas;

. menjabarkan perintah pimpinan melalui  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membagi tugas kepada bawahan sesual dengan bidang
tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik
secara lisan maupun tertulis guna meningkathkan
kelancaran pelaksanaan TUgas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun horizental untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan ugas;

e, menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan
sesual lingkup tugasnya scbagai bahan atau pedoman
untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah
dinas vang berkaitan dengan bidang data statisik
sektoral, persandian, dan keamanan informasi sesual
dengan peraturan perundang-undangan;

g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
penvelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Dacrah,
penyelenggaraan Persandian untuk  Pengamanan
Informaszi Pemerintah Daerah, dan penetapan Pola
Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Dacrah
Kabuparten;

h, mengoordinasikan penyusunan kebijakan pengelolaan
Data Statistik Seltoral di lingkungan Pemerintah Dacrah;

i, mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan,
pengumpulan, perekaman, pengolahan, verifikasi atau
pemeriksaan, dan analisis data statistik sektoral, seria
menyajikannya dalam rangka memberikan pelayanan
informasi pembangunan;

j. mengnordinasikan penyusunan data statistik scktoral dan

menyajikan dalam bentuk buku kompilasi data statistile
stktoral; _
G
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k. mengoordinasikan penyusunan data base statistk

L.

sektoral terpadu terintegrasi untuk mevwujudkan satu data
pemerintah  daerah sesual dengan  Ketentuan  yang
berlalo;

mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan otorisasi
statistik sektoral, pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan
dan pengendalian terhadap sistem pengolahan data dan
statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah,
pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan survey statistik
selctoral oleh perangkat daersh, serta diseminasi dan
penyebariuasan data hasil kegiatan statistk scktoral
perangkal daerah di lingkup pemerintah daerah;

. mengoordinasikan penyusunan dan pengelolaan metadata

statistik sektoral vang meliputi metadata kegiatan
sattistik, metadata indikator statistik, dan metadata
variabel satistik di lingkup pemerintah daerah;

.mengoordinasikan  pengadaan,  pengelolaan,  dan

pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur statistik
sektoral, seria pengembangan dan peningkatan kapasitas
kelembagaan statistik sektorgl di lingkup pemerintah
dacrah;

. mengoordinasikan  pembinaan dan  pengembangan

kapasitas sumber daya manusia dibidang statistik
sektoral di lingkungan pemerintah daersh dalam
Peningkatan Mutu Suatistik Daerah yang Terintegrasi

. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Pengamanan

Informasi dalam mendukung penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah untuk
menata proses sekaligus memastikan kepatuhan terhadap
peraturan dan hukum yang berlaku dengan menyusun
Rencana Strategis (Renstra) Pengamanan Informass,
Arsitektur Keamanan Informasi, dan menetapkan aturan
mengenai tata kelola Keamanan Informasi;

. mengoordinasikan pelaksanaan analisis kebutuhan dan

pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi yang
meliputi pengelolaan aset keamanan teknologi informasi
dan komunikasi (TIK], pengelolaan sumber daya manusia,
dan manajemen pengetahuan untuk meningkatkan
kualitas Layanan Keamanan Informasi;

. mengoordinasikan pelaksanaan Keamanan [nformasi

Pemerintah Daerah yang meliputi pengamanan Informasi
non elektronik dan pengamanan Sistemn Elektronik dengan
menggunakan sertifikat elcktronik pada setiap layanan
publik dan layanan pemerintahan berbasis elekironik,
penyelenggaraan pussat operasi Pengamanan Informasi di
daerah, dan Audit Keamanan Informasi;

O
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s, mengoordinasikan penyediaan Layanan Keamanan
Informasi kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah,
perangkat dacrah, pogawai atau aparatur sipil negara pada
pemerintah daersh, dan pihak lainnya, dan pelaksanaan
manajemen Layanan Keamanan Informasi untuk
menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas
Layanan Keamanan Informasi kepada Pengguna Layanan;

t. mengoordinasikan pelaksanaan operasionalisasi Jaring
Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang meliputi jaring
komunikasi sandi antar perangkat daerah, iniernal
perangkat dacrah dan jaring komunikasi sandi pimpinan
daerah;

u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Bidang Statistik dan Persandian dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

v, mergevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pepawai dan perilaku keria
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

w.menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan;

X menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar
kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
penyimpangan; dan

y. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pa=zal 15

{1) Susunan Organisasi Bidang Statistik dan Persandian
sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf ¢, terdir
atas kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas dua
sub koordinator;

{2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
terdin atag:

a. Sub Koordinator Data dan Statistik; dan
b, Sub Koordinator Persandian dan Keamanan
Informasi.

(3) Sub koordinator sebagaimena dimaksud pada ayat (2],
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala
Bidang Statistik dan Persandian.

|4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayal (2]
mempunyai  tugas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini. p,



(1)

(2)

(3)
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BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesat
Umum

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional peda lingkungan Dinas
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai
fungsi dan rugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
vang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu sesuai peraturan perundang-undangan,

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala
Dinas, Kepala Bidang, Seckretaris yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah
Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan jerjang
keahlian.

Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban
kerja,

(5) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan

(5]

[1}

(2]

(1)

Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,
Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Pasal 17

Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas
berkaitan  dengan  pelayanan  fungsional  yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Selain melaksanakan fungsi dan tugas scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pejabat Fungsional dapat
diberikan tugas tambahan scbagai Bub Keerdinator yang
dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu
dan/atau tim kerja.

Pasal 18

Pejabat Fungsional melaksanakan fungs: dan fugasnya
secara individu dan/atau berkelompok, é"
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{2) Pelaksansan fungsi dan tugas secara berkelompok

gebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuls
Tim Kerja.

(3} Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat

(4)
(3

(£)

12]

(1}

(2}

i3]
(4]

()

{©)

(7]

berasal darni Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai
latar belakang kompetensi yvang ads pada Perangkat
Daerah terscbut atau dari luar Peranglkat Daerah,

Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2
berasal dar unit organisasi pemilik kinerja.
Pembentukan Tim Kerja scbagaimana dimaksud pada
ayat (2] ditetapkan cleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 19

Pejabat Fungsional melaporkan pelaksanaan fungsi dan
tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit
organisasl,

Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk
meminta laporan kepada pejabat fungsional dan/atau
Ketua Tim di lingkungan unit kerjanya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20

Kepala Dinas dalam  melaksanakan  tugasnya
berpedoman pada ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan  unit
organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib
mcncrapkan  prinsip  koordinasi, intcgrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan orgamsasi di lingkungan
pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah
daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing.

Dalam hal setelah dilakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} terjadi penyimpangan, pimpinan
unit organisasi mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesual dengan peraturan perundang-
undangan,

Setiap pimpinan unit organisasi bertangegung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala
tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan  unit
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan

&
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dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan
lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

{8) Dalam menvampaikan laporan kepada pimpinan, wajib
menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja,

(@) Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan, setiap
pimpinan unit organisasi beserta bawahannya wajlb
mengadakan rapat berkala.

Pasal 21

(1) Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub Koordinator
untuk pelaksanaan tuges dan pengelolaan kegiatan.

(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat
fungsional yang ditunjuk,

(3) Tugas Sub Koordinator adalah membantu Sckretaris dan
Kepala Bidang dalam menyusun  perencanan,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantavan dan
evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya
sesual lingkup tugas dan fungsinya.

(4) Pada pejabat pengawas yang tidak disetarakan, malka
tetap melaksanakan tugasnya pada unit kerja masing-
masing.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Jenjang jabatan dan kepangkatan seria susunan
kepegawaian diatur sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 23

Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Sub Bagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas
diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pazal 24

(1) Dinas wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja.

(2] Penvusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara schagaimana dimaksud pada ayal
(1} dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun vang
diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas
kebutuhan.



BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

(1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang
ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabal
Fungsional.

(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan mendayagunakan
Pejabat Fungsional sesual dengan kompetens: vang
bersangloutan,

(3) Penunjukan Sub Koordinator sebagsimana dimalksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala
Dinas.

Pazal 26

(1] Dalam hal terjadi kekosongan Sub Koordinator, Kepala
Dinas menunjuk Sub Koordinator yang diutamakan
berasal dari Pejabat Fungsional di lingkungan kerjanya,

{2) Dalam hal di lingkungan kerja Dinas tidak terdapat
pejabat fungsional, maka Kepala Dinas menunjuk
Pelalksana Scnior sebagai Sub Koordinator berdasarkan
kompetensi yang dibutuhkan.

(3) Dalam hal Kepala Dinas akan menunjuk Sub Koordinator
vang berasal dari luar lingkungan kKerjanya, maka Kepala
Dinas mengusulkan kepada Sckretaris Dacrah melahi
perangkat daerah yang menangani kepegawaian.

{4) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] dilaksanakan satelah mendapat
persctujuan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 dan Pasal 26 disamping memperhatikan kesesuaian
bidang tugas dan fungsinya juga mempertimbangkan
persyaratan  administrasi, kesesuaian  kompetensi,
kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman pcnugasan,
integritas dan moralitas serta persyaratan obyektil lainnya.

Pasal 28

Pemberhentian Sub Kecordinator dapat dilakukan oleh Kepala
Dinas.



(1]

(2]

(3]

(2)

13)

Pasal 29

Sub Koordinator mempunyai tugas membantu Sekretarnis
dan Kepala Bidang dalam penyusunan rencana,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan lingkup tugas dan fungs: unit
kerjanya masing-masing.

Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
ayvat (1) Sub Koordinator mempunyal Lugas
mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan
Fungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator dapat diberi tugas melakukan penilaian
kinerja terhadap pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional
sesual bidang tagas dan fungsinya sesual peraturan
perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasgal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Pejabat Pengawas yang dilantik berdasarkan Peraturan
Bupati Kendal MNomor 109 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal, berlaku ketentuan sebagai berikut :
a terhadap Pejabat Pengawas yang tidak dilakukan
penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional
dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi,
melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan
Feraturan Bupati ini;

b. terhadap Pejabat Pengawas yang akan dilakukan
penyetaraan ke dalam jabatan fungsional tetap
melaksanakan tugas dan [ungsinya sampai dengan
dilakukan pelantikan yang bersangkutan ke dalam
Pejabat Fungsional;

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas vang tidak

dilaleukan penyetaraan ke dalam jabatan [ungsional

dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi
berdasarkan Peraturan Bupati ini, tetap mclaksanakan
tugasnya di bawah Pejabat Pengawas yang bersangkutan.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

Pelaksana di bawah Pgjabat Pengawas yang akan

dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional

dalam rangka penyvederhanasn stukiur organisasi
berdasarkan Peraturan Bupatl ini, melaksanakan
tugasnya dengan ketentuan sebagai benkut

a. Pelaksana tetap melaksanakan tugasnya di bawah

Pejabat Pengawas sampai dilakukan penyederhanaan
struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini;
k. Dalam hal telah dilakukan penyederhanaan struktur
organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka

Pelaksana melaksanakan tugas dibawah koordinasi
Sub Koordinator,



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 31

Pada saat Peraturan Bupatl ini mulal berlaku, maka
Peraturan Bupati Kendal Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan [nformatika
Kabupaten kendal (Berila Daerah kabupaten Kendal Tahun
2020 Nomor 109) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pagsal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
dinndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannys
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal,

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI KENDAL,
Cap ud

DICO M GANINDUTO

undangkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2021

SERKRETARIS DAERAH
KABURATEN KENDAL,

Cap tid
MOH TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 79
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL

Sekretariat

Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan mempunyal tugsas :

A

menghimpun dan menelitt bahan perencanaan dan usulan
program kegiatan dari masing-masing sub koordinator dan
subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku  guna
menghindari kesalahan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DFA] serta
perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran vang
ditetaplean;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), REencana Btrategis [Renstra),
Rericana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama ([KUJ, Perjanjan
Kinerja (PK} dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai
dengan ketentuan vang berlaku;

menyusun konsep Standar Operasional Prosedur [SOF) Subbagian
Perencanaan dan  Keuangan  serta  menghimpun  dan
mendokumentasi SOP vyang disusun oleh masing-masing
subbagian, sub koordinator;

menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil
pemeriksaan atau audit sesusi dengan peraturan perundang-
undangan;

menghimpun dan menelit laporan perkembangan lingkal realisasi
pelaksanaan kegiatan darl masing-masing subbagian dan sub
koordmator schagai bahan penyusunan [aporan Pengendalian
Operasional Kegiatan (POK):

menylapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati [LKPJ), Laporan Kinerja [nstansi
Pemerintah (LKj[P|, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD),
Sistemn Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP] dan jenis pelaporan
lainnya sesual dengan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendabian, dan
pemberian bimbingan di bidang sistem informasi dinas;

&
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menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di
lingbungan Sekretariat dan Bidang sesual dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku;

menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di
lingkungan Sekretariat dan Bidang sesual dengan prosedur dan
ketentuan vang berlaku,

menyiapksn bahan dan mengoordinasikan proses administrasi
keusngan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan
keuangan deerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
menyiapkan bahan pembinaan, sosializasi, dan bimbingan teknis
di bidang keuangan kepada pejabat pengelola kKeuangan dan
bendahara di ingkungan Dinas;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan angparan
dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi
belanja dengan rencana pembiavaan yvang ditetapkan sebelumnya;
melaksanakan verifilas: terhadap berkas/dekumen
pertanggungjawaban  keuangan pelaksanaan kegiatan guna
menghindari kesalahan serts memberikan korelsi
penycmpurnaan;

menviapkan bahan dan menyvusun laporan pertanggungiawaban
keuangan Dinas serta jenis pelaporan keuangan lainnya; dan
melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian
Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur pencapalan
program kerja vang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut,

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

2.1 Sub Koordinator Pengelolaan dan Pengaduan Informasi Publik
mempunyal tugas:

d.

menyiapkan bahan perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan
penpgelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi dan
pengaduan untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten,
dan pengelolaan manajemen komunikasi krisis di Kabupaten;
melaksanakan pemantauan isu publik di media massa dan media
sosial, pengumpulan pendapat uwmum, pemantavan aduan
masyvarakat, evaluasi dan pemilihan isu  publik, serta
pendistribusian isu prioritags dan isu terindikasi krisis kepada
perangkat daerah;
melaksanakan  pengumpulan, pengolaban  (pengklasifikasian,
pemilahan dan  pembuatan dokumen  informasi publik),
pendokumentasian, dan pemeliharaan informasl publik dalam
aplikasi data base intemal dan/atau hardcopy guna terciptanya
tertib administrasi dan tata kelola administrasi dan informasi
publik;
menyiapkan bahan dan melaksanakan update informasi vang
dibutuhkan oleh warga masyarakat, berupa informasi publik
berkala dan serta merta melalui pengelolaan konten pada situs
resmi website Pemerintah Daergh gtau papan pengumuman, dan
&



nformasi publik tersedia setiap saat di dalam aplikasi database
mternal dan atan hardeopy;

memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, pengelolaan
keberatan permohonan informasi, dan pemberian pertimbangan
tertulis  keberatan permohonan informasi melalui  penguiian
konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi teknis kepada peranglat
dacrah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
pembantu dalam rangka pelayanan informasi publik meliputi
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian informasi
publik yang dibutuhkan pemohon informasi:

menyiapkan bahan penyelesaian sengketa informasi publik melalui
mediasi sengketa informasi di Komisi Informasi, Sidang Ajudikasi
Non Litigasi, maupun banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara
jika dibutuhlkan;

menyviapkan bahan penyusunan prosedur pengaduan masyarakar,
menyiapkan sarana, memberikan layanan dan pengelolaan
pengaduan, scrta pemantauan, pelaporan dan evaluasi pengelolaan
pengaduan masyarakat;

melaksanakan identifikasi potensi dan jenis krisis  dari
rekomendasi  pemantauan  isu  publik  dan  rekomendasi
pemantauan informasi kebijakan terkait dengan kewenangan
daerah, melaksanakan analisa dan menylapkan bahan
penanganan, pengelolaan dan evaluasi penanganan komunikasi
krisis;

menylapkan baban den menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (S0P) Kkegiatan Sub koordinator Pengelolaan dan
Pengaduan Informasi Publik untulk peningkatan Lkualitas
pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelakssnaan kegiatan
Sub koordinator Pengelolaan dan Pengaduan Informasi Publik
dengan cara mengukur pencapaian program kerja vang lelah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut,

2.2, Sub Koordinator Media Massa mempunyai tugas:

.

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan agenda
prioritas, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi
pemerintah  dasrah, dan layanan hubungan media untuk
mendukung penyelenggaraan kehumasan pemerintah daerah,
scria periguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik di
Kabupaten;

melaksanakan pemantauan, pengumpulan dan  menganalisa
nformasi kebijakan terkait kewenangan daerah dan menyiapkan
bahan penyusunan rekomendasi hagil analisis, termasuk informasi
kebijakan terkait kewenangan dacrah yang terindikasi krisis;
menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi kebijakan prioritas
daerah, termasuk informasi kebijjakan daerah yang terindikasi
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krisis berdasarkan pemetaan rekomendasi hasil analisa informasi
kebyakan terkait kewenangan daerah;

d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan
strategi komunikasi publik sesuai peraturan perundang-undangan
yvang meliputi penctapan tujuan, penctapan target khalayak, dan
penetapan materi Konten Romunikasi publik;

e. melaksanakan produksi konten komunikasi publik dan/ atau
berita dan pengemsasan konten pada media komunikasi publik
berdasarkan tujuan, preferensi target khalayak, dan ketersediaan
alkses informasi;

[.  memberikan layanan pemberitaan tentang kebijakan dan kegiatan
Pemernntah Daerah;

g. melaksanakan pendataan media massa baik media cectal, media
daring maupun media elektronik dalam jaringan komunikasi;

h. melaksanskan koordinasi dan menjalin hubungan kerja atau
kemitraan dengan kalangan pers dalam rangks kegiatan
pemberitaan daerah maupun kebijakan pemerintah Daerah melalui
media massa;

i.  melaksanakan layanan hubungan media melalui siaran pers (press
rcalease), pengelolaan ruang pers atau media center, pelaksanaan
konferensi pers, kunjungan pers, pertemuan dengan media,
kunjungan ke media, pertemuan dengan pemimpin redaksi, dan
liputan media, serta pemantauan pemuatan siaran pers di media;

j+ melaksanakan peliputan pimpinan dacrah dan perangkat dacrah
dlalam kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, dan lainnya;

k. menghimpun informasi dari perangkat daerah serta menganalisis
bahan informasi vang akan dipublikasikan dalam melaksanakan
tugas sebagal Komunikator Pemerintah Daerah dalam rangka
petivelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan
Komunitas;

. menyviapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas
sumber daya komunikasi publik serta menyediakan dan
memberikan layanan konsultasi dan advokasi kepada individu
pengelola informasi dan komunikasi publik Peranglkat Daerah;

m. menyiapkan bahan dan menyusun konscp Standar Operasional
Prosedur (30P) kegiatan pada Sub keordinator Media Massa untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik; dan

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Sub koordinator Media Massa dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut.

2.3. Bub Koordinator Publikasi dan Sumber Daya Komurnikasi mempunyai
tugas:

a. menyiapkan bashan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang
informasi dan komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi
publik, kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta penvedizan
sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik
pemerintah daerah; 4
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. melaksanakan tata kelola media komunikasi publik milik pemerintah

daersh yang meliputi dan tidak terbatas pada Lembags Penyiaran
Publik Lokal [LPPL), media cetak, media daring, dan media sosial
milik pemerintah daerah:

mclaksanakan pembentukan tim redaksi dan tim media sosial,
pembuatan akun media =osial, pembuatan standar operasional
presedur (sop|, rapat redaksi media komunikasi publik milik
pemerintah secara periodik, dan pengoordinasian akun media sosial
perangkat daerah;

menyiapkan bahan pelaksanaan pembuatan layvout atau desain
media, pencetakan atau penerbitan media, dan pendistribusian
mejalah/ tabloid pemerintah daerah, brosur, leaflet, booklet, banner,
baliho dan videothrone sebagai media publikasi dan komunikasi
pubilik;

menyiapkan bahan pelaksanaan diseminasi informasi di media sesuai
strategl komunikasi publik melalui media komunikesi publik milik
pemerintah daerah, media non pemerintah, tatap muks/ tradisional,
dan melalm influencer berbayar maupun tidak berbayar;

menylapkan bahan pemantausan pemuatan konten komunikasi publik
berdasarkan jangka waktu dan frekuensi tavang, bahan penilaian
ketepatan pemuatan konten lkomunikasi publik, dan bahan evaluasi
penggunaan media komunikasi publik;

melaksanakan pendataan pemangku  kepentingan  atau  mitra
komunikasi publik yang mecliputi Lembaga Komunikasi Sosial [LKS],
kelompok informasi masyarakat (KIM], kelompok media tradisional,
kelompok pembuat konten positif, blogger, mmfluencer, dan kelompak
strategis lainnva;

. menviapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan

dan pemberdayaan mitra komunikasi publik yang memiliki potensi
sebagal jejaring dalam diseminasi Informasi melalui pemetaan
pemangku kepentingan, pelaksanaan bimbingan teknis, workshop,
sarasehan, forum, dan kegiatan peningkatan literasi informasi terkait
isu strategis, model dan simulasi kemitraan, kompetisi dan pemberian
penghargaan, penyediaan bahan-bahan informasi dan diseminasi
informasi melalui media milik pemangku kepentingan, serta evaluasi
pemanfaatan media milik pemangku kepentingan dalem diseminasi
informasi;

menylapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi  komunikasi,
saraschan, ceramah, diskusi, lokakarya dan dialog antara lembaga
pemerintah, non pemerintah dan masyarakat;

mendokumentasikan kegiatan pemerintah daerah dalam bentk foto,
video, film atau sejenisnya;

. melaksanakan pendataan, penyediaan atau pengadaan, pengelolaan,

dan pemelbharaan secara rubtin terhadap sclurubh sarana dan
prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah
daerah;

merencanaken dan melaksanakan diseminasi informasi nasional
sebagal pelavanan informasi publik melalui media komunikasi dan
informasi;

s
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m. menyiapkan bahan den menyusun konsep Standar Operasional

Prosedur (SOP) kegiatan pada Sub koordinator Publikzei dan Sumber
Dava Komunikasi untull peningkatan kualitas pelayanan publik; dan

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub

koordinator Publikasi dan Sumber Daya Komunikasi dengan ocara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut.

Bidang Aplikasi Informatika
Sub Koordinator Tata Kelola dan Pemberdayaan Informatilka mempunyai
tugas:

B,

melaksanakan kajlan dan analisis sebagai bahan penyusunan
kebijakan pengelolaan ekosistem pemerintahan berbasis elektronik,
pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas (smart city], serta
pengelolagn sumber daya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di
daerah;

menyiapkat bahan dan melaksanakan kajian/ analisis sebagai bahan
dalam menyusun rancangan rencana induk pemerintahan berbasis
elektronik (arsitektur pemerintahan berbasis elektronik] sebagai
panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elekironik
vang terpadu dan berkesinambungan di daerah, serta review secara
berkala dan/ atau sewaktu-waktu rencana induk pemerintahan
berbasis elektronik di daerah;

. melaksanakan penelitian dan sinkronisasi dolumen perencanaan dan

periganggaran pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat
daerah dengan Rencana [nduk pemerintahan berbasis elekironik
daerah, scrta penyiapan bahan dalam penyusunan rekomendasi
Government Chief Information Officer (GCIQ) atas perencanaan dan
penganggaran pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat
daerah,

. menyiapkan bahan penvelenggaraan Government Chief Information

Officer (GCIO) pemerintah kabupaten meliputi perencanaan,
penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi Teknolog
Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadukan teknologi dan
sistem informasi dengan aspek-aspel manajemen lainnya agar dapat
memberikan dukungan maksimal terhadap jaminan penyelenggaraan,
manajemen, audit, pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis
elekironik di daerah;

. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyediaan ekosistem bagi

terselenpgaranya kabupaten/ kota cerdas (smart city], [fasilitasi
keterhubungan data dan/atau informasi antara Perangkat Dacrah
dengan  pemangku kepentingan nonpemerintah, dan [asilitasi
penyusunan kebijakan [master plan) terkait implementasi kabupaten/
kota cerdas (smart city);
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi komite kabupaten/! kota cerdas (smart city), serta
menyiapkan bahan laporan perkembangan penyelenggaraan
kabupaten/ kota cerdas (smart city) kepacda kepala daerah secara
berkala;
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melaksanakan tata kelola asset teknologi informasi dan komunilkas:
yang meliputi dan tidak terbatas pada perangkat keras, perangkat
lunak, sumber daya manusia, dan pengetahuan Teknologi Informeasi
dan komunikasi untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi
pemanfaatannys dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis
elektronik Pemerintah Daerah;

melalkeanakan penpelolaan sumber daya manusia yang meliputi
gparatur sipil negara den masyarakal pengguna layanan
pemerintahan berbasis  elektronik melalui  serangkaian  proses
perencanaan, pengembangan dan pembinaan karier, dan sertifileas
profesi dan pendeyeagunasn  sumber daya manusia dalam
penvelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;

melaksanakan pengelolaan pengetahuan Teknologi Informasi dan
komunikesi melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, dan alih pengetshuan dan teknologi yang dihasilkan
dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan (monitoring,
evaluasi dan  pelaporan  pengembangan  ekosistem  system
pemerintahan berbasis elektronik di daerah,;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep menyiapkan bahan
analisis dan pengkajian terhadap perkembangan dan inovasi i
bidang teknologi informssi dan komunikasi khususnya perangkat
lunal, perangkat keras dan perangkat jaringan untuk dapat
ditcrapkan di inglkungan pemerintah Daerah;

Standar Operasional Prozedur (SOP) kegiatan Sub koordinator Tata
Kelola dan Pemberdayaan Informatika untuk peningkatan kualitas
pelayanan publik; dan

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub
lenordinator Tata Kelola dan Pemberdayaan Informatika dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut.

3.2. 5ub Koordinator Pemberdayaan Aplikasi dan Konten mempunyai tugas:
L.

melaksanakan kajian dan analisis sebagai bahan penmyusunan
kebijakan pengelolaan domain dan subdomein, portal dan situs web,
gistem elektronik, dolkumen elektronik dan informasi elektronik,
aplikaci dan proses bisnig, serta Sistem Penghubung Layanan
Pemerintal Daerah (SPLD) di lingkungan kabupaten;

meclaksanakan pendaftaran dan penggunaan nama  domain
Pemerintah daerah scbagei alamat elektronik resmi Pemerintah
Daerah, dan mengoordinasikan penyelenggaraan domain dan
subdomain di lingkungan Pemerintah Daershnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

melaksanakan pengelolaan dan pengawasan yang meliputi
perpanjangan, penonaktifan dan  peruobahan nama domain
Pemerintah daerah, dan sub domain Perangkat Dacrah;

melaksanakan fasilitasi pendaitaran Sistem Elektronik di lingkungan
Pemerintah Daerah:
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e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penggunaan data dan
informasi eleletronik yvang ‘dimiliki pemerintah, pemerintah daerah,
danfatau yang diperoleh darl masyarakat, pelaku usaha, dan/atau
pihak lain dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik
di dacrah;

f. melaksanakan fasilitasi integrasi layanan, pertukaran data dan
informasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah daerah
lminnva, maupun antarg pemerintah daerah dengan pemerintah
provinsi dan pemerintah pusat;

g. melaksanakan kajian dan analisis, serta koordinasi dengan
Perangkat Daerah, antar Pemerintah Daerah, dan antar Instansi
dalam penyusunan rancangan proses bisnis layanan pemerintah
berbasis elektronik sebagai pedoman dalam penggunaan Dokumen
Elektronik dan Informasi Elektronik serta penerapan aplikasi
pemerintahan berbasis elektronik di daerah,

h. melaksanakan penyerahan kode sumber terbuka, kode sumber
aplikasi tertutup, dan aplikasi yang telah dihimpun sebagai produk
kompilasi kode sumber dalam bentuk elektronik kepada Menter
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk kepentingan
penyelenggaraan pemerintahan berbasiz elektronik nasional dan
kepentingan pemerintah daerah;

.  melaksanaken pengembangan aplikasi berbagai jenis platform baik
vang berbasis web, deskiop dan mobile dengan mempertimbangkan
aspck clektivitas, efisiensl, dan keamanan informasi;

j. melaksanakan fasilitasi implementasi aplikasi umum berupa
sosisalisasi dan  bimbingan  teknis, serta melaksanakan
pembangunan, dan pengembangan aplikasi khusus berdasarkan
rencgna induk pemerintahan berbasis elektronik di dacrah dan
kebutuhan khusus pemerintah daerah;

k. melaksanakan pembinaan teknis terhadap portal dan situs wcb
perangkat daerah dan desa, yang meliputi fasilitasi, konsultas,
koordinasi, bimbingan teknis, serta pengembangan dalam
penyelenggaraan portal dan situs web Pemerintah Daerah;

I,  melaksanakan pengembangan dan penyedigan Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah Daerah (SPLD) dengan memenuhi standar
mteroperabilitas antar layanan pemerintahan berbasis elekironik
vang menjamin kemampuan keterhubungan dengan 8PLD pada
daerah lain dan Sistem Penghubung Layanan Nasional;

m. menviapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP} kegiatan Sub koerdimator Pemberdayaan Aplikasi dan
Konlen untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; dan

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub
koordinator Pemberdavaan Aplikasi dan Konten dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut.

3.3, Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas:
a. melaksanakan kajian dan analigis sebagai bahan penyusunan
kebijakan penyelenggaraan sistem jaringan intra dan sistem

b
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komunikasi intra pemerintah daerah, serta pengelolaan pusat data
pemerintahan daerah;

. melaksanakan — pendataan,  pengadaan,  pengelolaan, dan
pemeltharaan secara ratin terhadap seluruh infrastruktur jaringan
intra pemerinteh daerah yang menghubungkan antar simpul
jaringan dalam pemerintah Daerah;

. melaksanakan penyediaan akses internet yvang berkuahtas untuk
seluruh perangkat daerah, dan melaksanakan penyelenggaraan dan
pembiayaan vang timbul sebagai aldbat penggunaan akses internet;
. melaksanakan interkoneksi/ keterhubungan jaringan antar Instansi
melalui  jaringan tertutup milik Pemerintah Daerah atan
menggunakan akses internel yang diamankan, dengan memastikan
keterhubungan jaringan intra pemerintah daerah dengan seluruh
perangkat daerah, pemerintah daerah lain, dan instansi pusat
sccara bertahap;

. melaksanakan layanan Sistem Elektronik komunikasi tertutup
antar peranglkat daerah berbasis suarsg, video, teks, data, dan sinyal
lainnye, seperti video conference, volP, emergency call, dan lain-lain;
melaksanakan pembanpunan, pengelolaan dan pemecliharaan Pusat
Data dan Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Dacrah, serta
Rencana Keberlangsungan  Kegiatan untuk menangsulang:
gangguan atay bencana sesual dengan risiko dan dampak vang
ditimbulkan;

. melaksanakan layanan pusat data dan pusat pemulihan bencana
pemerintah daerah, fasilitasi berbagi pakai pusat data Pemerintah
daerah dengan instansi lain dan membuat keterhubungan/
interoperabilitas pusat data Pemerintah dacrah dengan pusat data
Nasionatl;

. melaksanalkan pencadangan dolkumen elektronik dan informasi
clektronik diperoleh  pemerintah  daerah, serta memfasilitasi
pencadangan dokumen elektronik dan informasi elektronik vang ada
pada perangikat daerah pada pusat pemulihan bencana nasional
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
menyiapkan bahan penyusunan Rencana Keberlangsungan
Kegiatan Pusat data dan Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah
Daerahh untuk menanggulangl gangguan dtau bencana scsuai
dengan risiko dan dampak yang dititmbulkannya, seria
melaksanakan uji terhadap Rencana Keberlangsungan Kegiatan
secara berkala;

melaksanakan penpawasan dan penpendalian terhadap séluruh
infrastruktur jaringan intra pemerintah Daerah sesual dengan
Ketenituan yang berlaku;

. melaksanakan fasilitasi dan bantuan teknis tentang perawatan dan
pemeliharaan Infrastruktur Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
ada pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah,
menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Sub koordinator Infrastruktur Teknologi
Informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; dan

&
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m. melaksanakan pemantauan dan cvaluas: pelaksanaan kegiatan Sub
koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi dengan cara
menpukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut.

4. Bidang Statistik dan Persandian
4.1, 8ub Koordinator Data dan Statistik mempunyai tugas:

B

melaksanakan Kkajian dan analisis sebagai bahan penyusunan
kebijakan pengelolaan data dan statistik sektoral di lingkungan
pemerintah daerah;

. melaksanakan perencanaan, pengumpulan, perekaman, pengolahan,

dant wverifikasi atau pemeriksaan datzs statietik sektoral, serta
menyvajikannys dalam rangka memberikan pelayanan informasi
pembanganan;

. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan data statistik

sektoral dan menyajikan dalam bentuk bultu kompilasi data statistik
seltoral;

menyiapkan dan menyusun dats base statistik sektoral terpadu
terintegrasi untuk mewujudkan satu data pemerintah daerah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

menyviapkan bahan penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di
lingkungan pemerintah daecrah;

melaksanakan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian terhadap
sistern pengolahan data statistik sektoral di lingkungan pemerintah
daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan fasilitasi usulan rancangan penyelenggaraan survey
dari perangkat daerah, penyampaian rekomendasi rancangan survey
dari BPS kepada perangkat daerah, dan penyampaian hasil
penyelenggaraan statistik sektoral yang dipublikasikan kepada BPS;
menvyiapkan bahan dan melaksanaken kajian dan analisis data
strategis dari perangkat daerah selakm produsen data statistik
sektoral di lingkungan pemerintah daersh untuk diolah sebagai
bahan mformasi;

melaksanakan diseminasi dan penyebarluasan data hasil kegiaten
statistik sektoral perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah;
menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber
dayva manusia dibidang statistik sektoral [pejabat fungsional statistisi
dan jabatan pengelola statiatik sektoral lainnya) di lingkungan
pemerintah  dacrah  melalnl  serangkaian proses pengembangan
kompetensi, pembinaan karier, dan sertifikasi profesi dan
pendayagunaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan
statistik sektoral;

. menviapkan bahan dan melaksanakan kajian dan analisis dalam
yap ]

penyusunan dan pengelolaan metadata statistik sektoral yang
meliputi metadata kegiatan satistik, metadata indikator statistik, dan
metadata variabel satistik di lingkup pemerintah daerah;
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melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan pemeltharaan secara
rutin terhadap infrastruktur statistik sektoral di linglup pemerintah
daerah;

m. menyiapkan bahan pengembangan dan peningkatan kapasitas

Il.

o,

kelembagaan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah;
menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (S0P kegiatan Sub koerdinator Data dan Statistik untule
peningkatan kuahtas pelayanan publik; dan

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub
koordinator Data dan Statistik dengan cara mengukur pencapaian

program kerja yang telah disusun wuntuk bahan laporan dan
kebijakan tindale lanjut,

4.2, Sub Koordinator Persandian dan Keamanan Informasi mempunysai tugas

B

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;

melaksanalan kajian dan analisis sebagai bahan penyusunan
kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi
sandi di lingkungan pemerintah Daerah yang meliputi keamanan
sumber daya teknologi informasi, keamansn akses kontrol,
keamanan data dan informasi, keamanan sumber days manusia,
keamanan jaringan, keamanan surat elektronik, keamanan pusat
data, dan/atau keamanan komunikasi;

menviapkan bahan dan menyusun rancangan rencana strategis
pengamanan informasi dan  arsitektur keamanan informasi di
lingkungan pemerintah daerah dengan berkoordinasi dan/ atau
berkonsultasi kepada BSSN;

. melaksanakan pengelolaan assct keamanan teknologl informasi dan

komunikasi vang digunakan untuk mengidentifikas;, mendeteksi,
memproteksi, menganalisis, menanpgulangi, dan/atau memulihkan
insiden Keamnanan Informasi dalam Sistem Elektronik;

melaksanakan penpgelolaan sumber daya manusia vang bertugas
dibidang keamanan informasi (pejabat fungsional sandiman, pejabat
fungsional manggala informatika dan jabatan pengelola keamanan
informasi lainnys) di lingkungan pemerintah daerah meialul
serangkaian proses pengembangan kempetensi, pembinaan karier,
dan sertifikasi profesi dan pendayagunaan sumber dava manusia
dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informagi
nemerintah daerah;

melaksanakan pengelolaan pengetahuan keamanan infomasi melahu
serangkaian proses pengumpulan, pengelahan, penyimpanan,
periggunaan, den alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan
dalam pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintah daerah dengan
berkoordinasi dan/ atau berkonsultasi kepada BSSN;

melaksanakan identifikasi, deteksi, dan proteksi sistem elelkrronik,
penanggulangan dan pemulihan terhadap adanya insiden pada

i
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Sistem Elektronik, forensic digital, serta pengelolaan pusat operasi
perigamanan informasi di daerah;

. melaksanakan penerapan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan

publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik, asistensi dan
fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik, dan fasilitasi
sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistemn Elektronik;
melaksanakan pengamanan informasi nonelektronik pada tahapan
pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informas:
nonelektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

memberikan layanan keamanan informasi kepada kepala daerah dan
wakil kepala dacrah, perangkal daerah, pegawal atau aparatur sipil
negara pada pemerintah  daerah, dan pihak lainnya, seria
melaksanakan manajemen layanan keamanan informasi untuk
menjamin  keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan
Keamanan Informasi kepada Pengguna Layanan,

. memberikan layanan konsultasi Keamanan Informasi bag Pengguna

Layanan, dan melaksanakan literasi Keamanan Informasi dalam
rangka peningkatan kesadaran keamanan Informasi dan pengukuran
tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan pemerintah
daerah dan Publik;

melaksanakan perlindungan informasi pada kegiatan penting
pemerintah dagrah melaloi teknik pengamanan gelombang freluensi
atau sinyal, perlindungan informasi pada aset/fasilitas penting milik
atau yang akan digunakan pemerintah daerah melalui kegiatan
kontra penginderaan, dan melaksanakan kegiatan pengamanan
berita rahasia dan rahasia negara melalui proses sandi menyand:
[(kriptografl] dan melakukan pengiriman dan penerimaan Derita
melalui sarana telelkomunikasi;

menyiapkan bahan pelaksanaan audit keamanan informasi dan audit
keamanan pelaksanaan sistem menajemen sesual  Ketentuan
peraturan perundang-undangan;

mengoordinasikan  pengkajian  dan analisis guna menyusun
rancangan operasional pelaksansan jaring komunikasi sandi antar
perangkat daerah, internal perangkat daerah dan jaring komunikasi
sandi pimpinan daerah;

melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pendistribusian dan
pengelolaan berita, surat kawat, dan radiogram, serta memberikan
layanan permintaan sambungan telepon yang berkaitan dengan
kedinasan, antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daecrah,
menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOF) kegiatan Sub koordinator Persandian dan Keamanan
Informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub
koordinator Persandian dan Keamanan Informasi dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untul
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
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r mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawshan berdasarken
sasaran kerja pegawal dan perilaku kerja sesual ketentuan dalarm

rangka peningkatan karir, pemberian penghargaar dan sanksi;

s, menyampaikan saran dan pertimbangan kepadsa pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kogiatan berjalan lancar
gerta untuk menghindari penyimpangan; dan

t melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungs! unit kerjanya.

BUPATI KENDAL,
Cap ttd
DICO M GANINDUTO

Salinan sesuai dengan aslinya
spala_Bagian Hukum
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